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Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pelayanan publik desa merupakan kejahatan yang kian marak terjadi di berbagai daerah. Perangkat desa, sebagai ujung tombak pelayanan administratif, memiliki akses dan wewenang untuk mengelola dokumen publik. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum perangkat desa untuk memalsukan surat keterangan, dokumen kependudukan, hingga data pertanahan, yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat dan integritas pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam kasus pemalsuan dokumen pelayanan publik berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dan upaya pencegahannya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendekatan normatif) serta disertai dengan pengamatan dan wawancara kepada narasumber terkait di lapangan (pendekatan empiris). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perangkat desa dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Bentuk tindak pidana yang umum dilakukan meliputi pemalsuan surat keterangan administratif dan manipulasi data dalam buku kependudukan maupun pertanahan. Faktor penyebabnya meliputi motif ekonomi, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, dan budaya nepotisme. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara struktural melalui penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta penegakan hukum yang tegas.
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF VILLAGE
OFFICIALS IN THE CRIMINAL ACT OF FORGERY OF PUBLIC
SERVICE DOCUMENTS

INDAH PURNAMA
NPM. 235114150

The criminal act of forgery of documents in village public services is a
crime that is increasingly rampant in various regions. Village officials, as
the spearhead of administrative services, have access and authority to
manage public documents. However, in practice, (L is not wncenunen to find

abuse of authority by village officials to falsify certificates, population
Locuments,-and land daota, which have o direct impact on community rights
and the integrity of village government. This study aims to analyze the
criminal liability of village officials in cases of forgery of public service
documents based on the perspective of positive law in Indonesia, as well as
to identify the factors causing the occurrence of this crime and efforts to
prevent it.
The method used in this study is empirical juridical, namely examining
applicable laws and regulations (normative approach) and accompanied by
observations and interviews with relevant sources in the field (empirical
approach). The data obtained were analyzed qualitatively.
The results of the study indicate that criminal liability for village officials
can be applied based on the provisions of the Criminal Code (KUHP),
especially Article 263 concerning forgery of letters, as well as the Village
Law and its derivative regulations. Common forms of criminal acts include
forgery of administrative certificates and manipulation of data in population
and land books. The causal factors include economic moltives, weak
supervision, low understanding of the law, and a culture of nepotism.
Preventive efforts need to be carried out structurally through strengthening
the administrative system, increasing the capacity of village officials, and
strict | forcement.
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